JAWABAN GUBERNUR 
ATAS PERTANYAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP PENCABUTAN PERDA 11 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

	FRAKSI
	PERTANYAAN
	JAWABAN

	PDI-P
	1. Pergub 99 tahun 2003 tentang Pembentukan OTK Badan Pengelola PPPIJ diganti dengan Pergub 49 tahun 2011 tentang OTK PPPIJ, Perda 11 tahun 2014 tentang PPPIJ, Kami menganggap bahwa dengan ketiga payung hukum tersebut PPPIJ atau JIC semangatnya belum bergaung secara luas terkait dengan tugas dan fungsinya walaupun ada dukungan pendanaan dari APBD, dan sarana/prasarananya adalah aset Daerah yang tidak terpisahkan, mengapa demikian ? mohon penjelasan
2. Sebaiknya segera diterbitkan regulasi pengganti Perda 11 tahun 2014 agar manajemen PPPIJ dan/atau JIC yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sosial budaya, informasi dan komunikasi, dan kesekretariatan, serta Daerah. Disamping itu, juga tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Mohon Tanggapan
3. Mengingat bahwa Kawasan PPPIJ dengan sarana prasarana adalah asset daerah yang berfungsi ekonomi, kami mengusulkan agar agar diberdayakan menjadi sumber PAD tanpa mengurangi fungsi dan tugas PPPIJ dan dengan tata kelola yang terpisah. Pemberdyaan dimaksud antara lain destinasi wisata religi, tempat hajatan masyarakat, dan kegiatan bisnis syariah, ketentuan pelaksanaannya agar dituangkan dalam regulasi yang baru. Mohon tanggapan
	1. Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) yang mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan PPIJ bertujuan pada awalnya adalah sebagai wadah pengelolaan dari transformasi Kawasan Prostitusi Kramat Tunggak menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center. Pembentukan PPIJ secara regulasi dimulai sejak Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Kemudian pada Tahun 2014, pembentukan PPIJ diatur dalam peraturan yang tingkatnya lebih tinggi daripada Peraturan Gubernur, yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014). Tujuan pengaturan PPIJ kedalam Peraturan Daerah bertujuan untuk penguatan kelembagaan, keuangan, aset, dan personil, dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur. Namun, semenjak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017) menjadikan PPIJ menjadi tidak relevan lagi dikarenakan PPIJ bukan merupakan perangkat daerah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 maka pengaturan terkait kepengurusan manajemen Masjid harus berpedoman pada keputusan tersebut. Sedangkan dalam tugas dan fungsi PPIJ bukan hanya terkait kegiatan Masjid, namun lebih daripada yang diatur dalam manajemen Masjid. Dengan demikian maka yang PPIJ sebagai manajemen Masjid sebagaimana diatur dalam manajemen Masjid menjadi tidak relevan.

2. Kelembagaan pengurus atas PPIJ sesuai dengan perkembangan peraturan pemerintah daerah saat ini tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 adalah saat pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 terjadi bias mengenai hal yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara historis, pengaturan dalam kelembagaan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan atas Kawasan Jakarta Islamic Center. Kawasan Jakarta Islamic Center dahulu merupakan kawasan terjadinya praktek prostitusi. Dengan transformasi kawasan tersebut menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center, diharapkan menjadi pusat berkembangnya pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Namun pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut lebih menekankan kepada pengaturan kelembagaan dibanding pengaturan terkait tujuan dibentuknya kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan terkait Kawasan Jakarta Islamic Center lebih penting untuk membentuk cita-cita atau filosofi pembentukan Kawasan Jakarta Islamic Center. Dengan pengaturan yang jelas terkait tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center, maka pembagian tugas dalam mencapai tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center akan lebih terkoordinasi dengan baik.
Pelaksanaan tugas dalam rangka tercapainya tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center dibentuk melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan mengenai pembagian tugas, termasuk didalamnya terkait lembaga dan struktur kepengurusan.
3. Terkait kawasan wisata religi bahwa JIC merupakan salah satu destinasi wisata pesisir di Jakarta Utara dan merupakan kawasan wisata religi di Provinsi DKI Jakarta.

	Gerindra
	1. Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa agama yang menjadi urusan absolut yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sudah dijelaskan secara gamblang  sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 1 Huruf f yakni yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan urusan absolut ini telah dijabarkan dengan jelas dalam Pasal 10 Ayat (2) yakni pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dengan demikian sesungguhnya Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang PPPIJ ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bahkan menjadi keunggulan potensi daerah karena aspek historisnya yang sangat panjang sebagai kawasan hitam prostitusi kemudian berubah menjadi kawasan pendidikan dan wisata religi. Mohon Tanggapan!

2. Fraksi Gerindra berpandangan bahwa sesungguhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengakui dan memberikan kekhususan pada unit pelaksana teknis dinas kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha, dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Point c. Bahkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas di kawasan Jakarta Islamc Centre telah ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat PPPIJ ini yakni melalui Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 365 Tahun 2016 yang menyatakan dengan jelas bahwa Sekretariat PPPIJ merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang oleh dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Perda Nomor 11 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016. Mohon Tanggapan!

Dibalik adanya ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai alasan pencabutan tersebut, di satu sisi disampaikan juga tentang adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.I1 / 802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, dimana pengaturan terkait kepengurusan manajemen Masjid harus berpedoman pada keputusan tersebut. Sementara dalam tugas dan fungsi PPPIJ bukan hanya sekedar mengenai kegiatan Masjid. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, PPPIJ menyelenggarakan fungsi pegkajian dan pengembangan di bidang: (a) Peribadatan; (b) Sumber daya manusia; (c) Sosial budaya; (d) Informasi dan komunikasi; (e) Ekonomi; dan (f) Kesekretariatan. Fraksi Gerindra berpandangan tidak semestinya peran PPPIJ ini disempitkan menjadi hanya manajemen Masjid saja karena PPPIJ adalah Islamic Centre, Pusat Keagamaan Islam bahkan telah banyak diadopsi oleh Islamic Centre Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
3. Selanjutnya Saudara Gubernur juga menyatakan menjamin bahwa dengan pencabutan Perda PPPIJ bukan berarti menghapus keberadaaan PPPIJ dengan alasan sejarah yang panjang bagi keberadaannya sebagai pusat pembinaan umat Islam. Bahkan saudara Gubernur dengan jelas menyampaikan tugas dan fungsi PPPIJ yang masih diteruskan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam. 

Dalam hal ini, apakah yang dimaksudkan saudara Gubernur untuk tetap melaksanakan tujuan, tugas dan fungsi dari PPPIJ di Kawasan Jakarta Islamic Centre yang kelak dibentuk melalui Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang diperlukan mengenai pembagian tugas, termasuk di dalamnya terkait lembaga dan struktur kepengurusan PPPIJ melibatkan masyarakat? Dalam hal ini apakah dalam Peraturan Gubernur kelak pengaturannya khusus Pengurus Masjid atau manajemen Masjid dalam kawasan Jakarta Islamic Centre diatur terpisah dari pengurus PPPIJ? Jika demikian alurnya, lalu dimanakah letak jaminan dari Saudara Gubernur, jika dalam Peraturan Gubernur tugas dan fungsi PPPIJ dapat dipertahankan jika harus memisahkan urusan manajemen Masjid dengan PPPIJ? 

Bagi Fraksi kami berpandangan, sudah semestinya keberadaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) di kawasan Jakarta Islamic Centre, termasuk di dalamnya terdapat manajemen Masjid sebagai aset daerah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga eksistensinya tetap masih dibutuhkan melalui Peraturan Daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat dalam berupaya mengalihkan, merekonstruksi sekaligus mentransformasikan sebuah kawasan dari praktik-praktik prostisusi besar di Jakarta sejak masa lalu tersebut menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center. 

Perlu saudara Gubernur ketahui bahwa awalnya regulasi pembentukan PPPIJ dimulai dengan menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang selanjutnya diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Pada tahun 2014, karena antusiasme masyarakat mengenai keberadaan dan aktivitas kegiatan yang ada di Kawasan tersebut, pembentukan PPPIJ diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar lebih kuat secara kelembagaan, keuangan, aset dan personil di dalamnya.

Oleh karenanya untuk mempertahankan cita-cita atau filosofi pembentukan PPPIJ di Kawasan Jakarta Islamic Center agar sesuai tujuan awal dan fungsinya, maka jika pun harus dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, semestinya cukup dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah tersebut pada bagian atau pasal-pasal tertentu, seperti tentang kepengurusan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, dan penyesuaian mengenai manajemen Masjid yang ada di PPPIJ atau Kawasan Jakarta Islamic Center sebagai aset pemerintah daerah dan kebanggaan masyarakat Jakarta yang bernilai historis dan khususnya bagi ummat Islam.
Mohon Tanggapan !

	1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas agama menjadi urusan absolute yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sealin itu terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang menunjang ketentuan dimaksud antara lain;
a. Permendagri 97/2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Permendagri 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.
Berkenan hal tersebut, Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara teknis operasional kepada Kepala Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 Permendagri 97/2016. Tentang perangkat daerah yang menyebutkan UPT Badan atau Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas. Selain itu dalam pasal 11 ayat 1 Permendagri 12/2017 bahwa unit pelaksana teknis atau badan Provinsi berada dibawah Dinas atau Badan Daerah, selain itu pasal 18 ayat 3 dan pasal 28 ayat 3 Permendagri 97/2016 bahwa Pembentukan UPT dinas/Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

2. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, untuk dapat dijadikan sebagai perangkat daerah, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berisikan pegawai negeri sipil, dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, PPIJ mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam. Selanjutnya di dalam ayat (2) pada Pasal yang sama disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIJ menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pengembangan di bidang:
a. peribadatan;
b. sumber daya manusia;
c. sosial budaya;
d. informasi dan komunikasi;
e. ekonomi; dan 
f. kesekretariatan.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan wajib tersebut berkaitan dengan urusan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.
a) Pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Sosial.
b) Non Pelayanan Dasar: Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil, dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olah raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. 
Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, tugas dari PPIJ bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren.
Kedua, dari sisi kepegawaian PPIJ tidak memenuhi unsur ini. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014  diketahui bahwa PPIJ merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa isi dari perangkat daerah adalah pegawai negeri sipil. 
Ketiga, terkait fungsi peribadatan yang diemban oleh PPIJ, mengakibatkan struktur manajemen PPIJ harus mengikuti standar manajemen Masjid sebagaimana peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Namun norma dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur tentang struktur dan fungsi PPIJ tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014. Sehingga dalam hal ini status PPIJ berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 dan kondisi saat ini menjadikan status PPIJ tidak jelas.

3. Kelembagaan pengurus atas PPIJ sesuai dengan perkembangan peraturan pemerintah daerah saat ini tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 adalah saat pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 terjadi bias mengenai hal yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara historis, pengaturan dalam kelembagaan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan atas Kawasan Jakarta Islamic Center. Kawasan Jakarta Islamic Center dahulu merupakan kawasan terjadinya praktek prostitusi. Dengan transformasi kawasan tersebut menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center, diharapkan menjadi pusat berkembangnya pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Namun pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut lebih menekankan kepada pengaturan kelembagaan dibanding pengaturan terkait tujuan dibentuknya kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan terkait Kawasan Jakarta Islamic Center lebih penting untuk membentuk cita-cita atau filosofi pembentukan Kawasan Jakarta Islamic Center. Dengan pengaturan yang jelas terkait tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center, maka pembagian tugas dalam mencapai tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center akan lebih terkoordinasi dengan baik.
Pelaksanaan tugas dalam rangka tercapainya tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center dibentuk melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan mengenai pembagian tugas, termasuk didalamnya terkait lembaga dan struktur kepengurusan.


	GOLKAR
	1. Dalam bidang pembangunan kegiatan ekonomi dan peningkatan ekonomi jama’ah. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar penguatan fungsi dan tugas Badan Manajemen dengan mengoptimalkan keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dianggap belum optimal dilihat dari jumlah total penggalangan dan pendistribusian ZIS pertahun. Apalagi Jakarta Islamic Center dibackup oleh pemerintah. Mohon tanggapan !

2. Keberadaan Jakarta Islamic Center harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani yang beriman, bertaqwa, berahlak, partisipatif, sejahtera dan berbudaya. Mohon tanggapan !

3. Penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan pengembangan dibidang keagamaan Islam agar dilaksanakan secara merata di setiap wilayah kota/kabupaten Provinsi DKI Jakarta. Mohon 
tanggapan !

	1. UPZ PPPIJ merupakan salah satu  sub divis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) yang rutin menginformasikan kepada jamaah dan pegawai untuk senantiasa mengeluarkan ZIS setiap bulan ataupun kegiatan yang menghadirkan jamaah yang banyak. Hal ini dilakukan untuk menggali potensi ZIS dengan cara diumumkan melalui media lisan maupun tulisan atau pun melalui media social dan radio JIC. 

	PKS
	1. Fraksi PKS juga mendukung agar keberadaan PPPIJ tetap dipertahankan dengan payung hukum Peraturan Gubernur dan dibawah pembinaan SKPD yang terkait. Keberadaan PPPIJ sesuai dengan tujuannya memiliki fungsi penting dalam membentuk masyarakat muslim Jakarta sebagai masyarakat madani yang beriman, bertaqwa, berakhlak, partisipatif dan berperan besar dalam pembangunan Jakarta. Kegiatan pengkajian dan pengembangan Islam yang dilakukan melalui PPPIJ yang dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat muslim Jakarta akan sangat bermanfaat dalam pembangunan masyarakat Jakarta. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan termasuk dalam bidang sumberdaya manusia, pengkajian data dan informasi, pengembangan budaya dan ekonomi islam masih sangat dibutuhkan.

Fraksi PKS juga mengharapkan agar pengelolaan PPPIJ kedepannya harus menjadi menjadi pusat kegiatan untuk membangun peradaban ummat agar Islam dapat dirasakan sebagai agama yang menjadi rahmatan lil ‘alamiin. PPPIJ juga harus mampu membuat program yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat disekitarnya dan perlu mencontoh beberapa masjid di daerah lain yang tidak sebesar JIC namun program-programnya mampu dikenal luas. Sebagai pusat kajian dan pengembangan Islam sudah seharusnya PPPIJ lebih banyak menyelenggarakan program-program unggulan, seperti pengembangan perpustakaan Islam, pembangunan sekolah, tempat pameran budaya, dan pengembangan ekonomi ummat yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada pembangunan Jakarta. Harus diakui selama ini kegiatan PPPIJ kurang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan belum dikenal gaungnya secara luas. MOHON TANGGAPAN !!.

2. Fraksi PKS juga mengharapkan pengurus PPPIJ kedepannya lebih mempunyai visi untuk peradaban Islam dengan lebih banyak program kajian yang komprehensif dan untuk seluruh kalangan, bukan untuk beberapa golongan tertentu saja dan mencakup berbagai aspek seperti peribadatan, budaya, pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat. Pengurus juga harus membuat PPPIJ lebih dikenal luas oleh masyarakat bahkan luar negeri melalui berbagai kegiatan maupun publikasi yang bermutu. Disisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke PPPIJ mengingat lokasinya yang agak jauh dari pusat kota Jakarta. Tentu saja ini juga harus diikuti dengan meningkatkan kebersihan dan keindahan bangunan maupun area PPPIJ agar lebih menarik untuk dikunjungi. MOHON TANGGAPAN !!

	1. Kelembagaan pengurus atas PPIJ sesuai dengan perkembangan peraturan pemerintah daerah saat ini tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 adalah saat pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 terjadi bias mengenai hal yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara historis, pengaturan dalam kelembagaan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan atas Kawasan Jakarta Islamic Center. Kawasan Jakarta Islamic Center dahulu merupakan kawasan terjadinya praktek prostitusi. Dengan transformasi kawasan tersebut menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center, diharapkan menjadi pusat berkembangnya pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Namun pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut lebih menekankan kepada pengaturan kelembagaan dibanding pengaturan terkait tujuan dibentuknya kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan terkait Kawasan Jakarta Islamic Center lebih penting untuk membentuk cita-cita atau filosofi pembentukan Kawasan Jakarta Islamic Center. Dengan pengaturan yang jelas terkait tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center, maka pembagian tugas dalam mencapai tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center akan lebih terkoordinasi dengan baik.
Pelaksanaan tugas dalam rangka tercapainya tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center dibentuk melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan mengenai pembagian tugas, termasuk didalamnya terkait lembaga dan struktur kepengurusan.

2. Usulan dan harapan fraksi PKS akan dioptimalkan dan diterima sebagai masukan yang konstruktif bagi kemajuan PPPIJ/JIC dimasa depan.


	DEMOKRAT
	1. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahannya, telah terdapat 3 (tiga) klasifikasi urusan Pemerintahan, di mana urusan agama termasuk ke dalam urusan Pemerintahan Absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

2. Dengan dicabutnya Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, tentunya akan membawa konsekuensi terhadap sumber keuangannya yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan penggunaan prasarana dan sarana yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan status aset yang tidak dipisahkan. Mohon Penjelasan!

3. Fraksi Partai Demokrat berharap ke depannya, setelah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tidak lagi berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga tersebut dapat terus didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan yang berlaku agar selalu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan islam ke depannya.

	1. sda jawaban nomor 1













2. Pengelolaan Keuangan dan asset merupakan bagian dari tupoksi Sekretariat PPPIJ sebagai UPT sehingga pengelolaan keuangan dan asset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.










3. Usulan dan harapan fraksi demokrat akan dioptimalkan dan diterima sebagai masukan yang konstruktif bagi kemajuan PPPIJ/JIC dimasa depan.

.

	PAN
	1. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 urusan pemerintahan dibagi kedalam tiga klasifikasi: Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Umum. ‘Agama’ dalam hal ini termasuk bidang yang tergolong dalam kategori klasifikasi Urusan Pemerintahan Absolut, yang oleh karenanya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Serta kondisi sekretariat UPT PPPIJ di mana pada saat ini secara teknis bertanggung jawab pada Badan Manajemen dan Secara administratif bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan karenanya bertentangan dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2016  pasal 18 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 tentang Perangkat Daerah DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa UPT Teknis atau UPT Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas atau Kepala Badan. Fraksi PAN memandang bahwa perlu dilakukan harmonisasi atau penyelarasan regulasi guna menerapkan tata pemerintahan yang sesuai dengan aturan. Kami meyakini bahwa tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. 

2. Mengingat bahwa pengelolaan PPPIJ harus memperhitungkan keterwakilan unsur-unsur dalam umat Islam sebagai bagian dari masyarakat yang diwakili oleh legislatif, maka kami memandang bahwa regulasi dalam bentuk Perda masih diperlukan sebagai landasan bagi PPPIJ. Adapun hal terkait posisi serta yang menyangkut pertanggung jawaban teknis maupun administratif dari PPPIJ sebagai UPT yang didasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2014 yang dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 dapat dilakukan Penyelarasan dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2016. Berkenaan dengan ini, Fraksi PAN menolak Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan memandang bahwa diperlukan revisi atas Perda Nomor 11 Tahun 2014 agar selaras dengan Permendagri Nomor 97 Tahun 2016. 

	1. Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) yang mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan PPIJ bertujuan pada awalnya adalah sebagai wadah pengelolaan dari transformasi Kawasan Prostitusi Kramat Tunggak menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center. Pembentukan PPIJ secara regulasi dimulai sejak Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Kemudian pada Tahun 2014, pembentukan PPIJ diatur dalam peraturan yang tingkatnya lebih tinggi daripada Peraturan Gubernur, yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014). Tujuan pengaturan PPIJ kedalam Peraturan Daerah bertujuan untuk penguatan kelembagaan, keuangan, aset, dan personil, dimana sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur. Namun, semenjak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017) menjadikan PPIJ menjadi tidak relevan lagi dikarenakan PPIJ bukan merupakan perangkat daerah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 maka pengaturan terkait kepengurusan manajemen Masjid harus berpedoman pada keputusan tersebut. Sedangkan dalam tugas dan fungsi PPIJ bukan hanya terkait kegiatan Masjid, namun lebih daripada yang diatur dalam manajemen Masjid. Dengan demikian maka yang PPIJ sebagai manajemen Masjid sebagaimana diatur dalam manajemen Masjid menjadi tidak relevan.


	NASDEM
	1. Dalam hal pelaksanaan dan pertanggung jawaban pada perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta, adanya harmonisasi peraturan, yang disesuaikan dengan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no 9 tahun 2015, kemudian Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, kami Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014, dikarenakan kami tidak menemukan alasan yang kuat terkait pernah atau tidaknya kegiatan Jakarta Islamic Center terhenti dikarenakan adanya Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2014. Selain itu dengan adanya Peraturan Gubernur 365 tahun 2016 yang dikeluarkan merubah Tupoksi mengenai kelembagaan atau badan yang menjadi unit pelaksana. Namun sebaliknya, kami menilai hal ini mengalami kemunduran dalam hal melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah itu sendiri yang termaktub jelas pada bagian BAB III terkait Kedudukan, Tugas dan Fungsi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 bahwa dibentuknya Pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta dalam bentuk Badan Manajemen telah mengakomodir segala kebutuhan, termasuk juga dalam pembentukan dan pelaksanaan program kerja yang lebih luas dan detail serta Pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan. MOHON PENJELASAN!

2. Apabila Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berinisiasi untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014, maka Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong perlu diatur persyaratan keanggotaan Badan Pembina secara spesifik dengan mengedepankan profesionalitas, dan tidak adanya indikasi untuk berafiliasi kepada golongan tertentu, partai politik tertentu ataupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik serta kelompok-kelompok organisasi terlarang lainnya. MOHON TANGGAPAN!
	1. Kelembagaan pengurus atas PPIJ sesuai dengan perkembangan peraturan pemerintah daerah saat ini tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 adalah saat pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 terjadi bias mengenai hal yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, termasuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara historis, pengaturan dalam kelembagaan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan atas Kawasan Jakarta Islamic Center. Kawasan Jakarta Islamic Center dahulu merupakan kawasan terjadinya praktek prostitusi. Dengan transformasi kawasan tersebut menjadi Kawasan Jakarta Islamic Center, diharapkan menjadi pusat berkembangnya pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Namun pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut lebih menekankan kepada pengaturan kelembagaan dibanding pengaturan terkait tujuan dibentuknya kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan terkait Kawasan Jakarta Islamic Center lebih penting untuk membentuk cita-cita atau filosofi pembentukan Kawasan Jakarta Islamic Center. Dengan pengaturan yang jelas terkait tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center, maka pembagian tugas dalam mencapai tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center akan lebih terkoordinasi dengan baik.
Pelaksanaan tugas dalam rangka tercapainya tujuan dan fungsi dari Kawasan Jakarta Islamic Center dibentuk melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai pembagian tugas kepada Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan kawasan Jakarta Islamic Center. Pengaturan mengenai pembagian tugas, termasuk didalamnya terkait lembaga dan struktur kepengurusan.

2. Saran diterima sebagai masukan konstruktif bagi kemajuan PPPIJ/JIC dimasa yang akan dating.


	PSI
	PPIJ kini hadir membawa perubahan dan berusaha memberikan bimbingan bagi masyarakat dari kegelapan menuju jalan yang cerah yang lebih baik. Melihat pentingnya tujuan, fungsi dan dampak PPIJ, kami meminta Pemprov DKI
Jakarta agar:
Pertama, segera mempersiapkan kajian restrukturisasi PPIJ secara cepat, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian
Setelah kami mempelajari Naskah Akademik (NA) Raperda PPIJ dari Pemprov DKI Jakarta, kami menduga bahwa Pemprov DKI Jakarta hendak mengubah status PPIJ menjadi Masjid Nasional. Mengingat bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid disebutkan bahwa standard kriteria Masjid Nasional termasuk namun tidak terbatas pada (i) dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat; (ii) struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat; (iii) memiliki
sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk dengan segera mempersiapkan kajian restrukturisasi PPIJ demi tersusunnya bentuk lembaga, struktur organisasi, manajemen pengelolaan yang sesuai dengan Standar Pembinaan Manajemen Masjid dan tidak ada masa transisi yang terlalu lama ketika Perda PPIJ ini dicabut. Dalam penyusunan Peraturan Gubernur tersebut, kami meminta Pemprov DKI Jakarta benar-benar melihat payung regulasi lainnya, sehingga tidak ada lagi regulasi yang luput dalam penyusunan Peraturan Gubernur tersebut yang berpotensi membuat pengelolaan PPIJ terhambat.
Mohon tanggapan.

Kedua, kami mendorong penyelesaian hak dan kewajiban dalam kerja sama yang masih berjalan
Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, kami melihat bahwa demi pelaksanaan tugas dan fungsinya PPIJ dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum perda ini dicabut, maka kami mendorong untuk dilakukan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban kerja sama dengan pihak ketiga yang mungkin masih tertunggak dan menggantung, termasuk pemberesan hak dan kewajiban dengan para pegawai PPIJ, sehingga tidak menimbulkan potensi permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga mendorong agar pegawai PPIJ dari unsur masyarakat juga diperhatikan. Berbeda dengan pegawai PPIJ dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dapat ditempatkan di SKPD lainnya, posisi untuk pegawai PPIJ dari unsur masyarakat akan menjadi tidak jelas. Jangan sampai setelah perda dicabut, pegawai PPIJ dari unsur masyarakat menjadi kehilangan mata pencaharian, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.
Mohon tanggapan.

Ketiga, mempertimbangkan hasil kajian dari PPIJ untuk masukan pembangunan DKI Jakarta
Seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi PPIJ adalah pengkajian dan pengembangan di bidang peribadatan, sumber daya manusia, sosial budaya, informasi dan komunikasi, ekonomi, dan kesekretariatan. Melihat hal ini, kami rasa selama 6 tahun berjalan, seharusnya ada hasil kajian yang dapat diambil dan diterapkan untuk pembangunan DKI Jakarta. Kami berharap agar hasil kajian ini tidak sia-sia belaka dan tersimpan dalam perpustakaan PPIJ. Apalagi mengingat ekonomi Jakarta yang turun hingga 8,22 persen di kuartal kedua tahun 2020 ini, tentunya masukan-masukan untuk pemulihan ekonomi sangat bermanfaat. Mohon tanggapan.

	1. Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta secara komprehensif. Sehingga tidak ada masa transisi yang terlalu lama ketika Perda PPIJ ini dicabut. 

2. Dalam rancangan Pergub dimaksud tetap akan mengakomodir pagawai yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi.



	PKB- PPP
	1. Apakah setelah Perdanya dicabut lembaga PPPIJ akan dihapus secara permanen atau ditetapkan kembali termasuk struktur organisasi dan kepengurusannya melalui Peraturan Gubernur? 
2. Ataukah akan dibentuk lembaga baru semacam PPPIJ yang ditetapkan melalui Pergub?

	[bookmark: _GoBack]Kelembagaan dan Struktur Organsi PPPIJ nanti akan dittetapkan dalam Peraturan Gubernur yang berisikan mengadopsi dari subtansi Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang PPPIJ yaitu Maksu, tujuan, tugas dan fungsi yang tidak berubah sebagai sejak dahulu filosofi PPPIJ didirikan. Tetap memberikan kedudukan bagi tokoh agama Islam, profesional untuk dapat bersama sama dengan ASN untuk mengelola PPPIJ sesuai ketentuan perundangan


	
	
	


				
		


